Pemkab Bombana Sukses Naikkan
Capaian Tindak Lanjut Temuan
BPK

Upaya Perbaikan tata kelola keuangan dan akuntabilitas daerah

Bombana - sultranet.com - Langkah Pemerintah Kabupaten Bombana dalam
menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
menunjukkan kemajuan. Dari tahun ke tahun, angka penyelesaian rekomendasi
terus bergerak naik, menandakan adanya kesungguhan memperbaiki tata kelola
pemerintahan.

Berdasarkan hasil Pemantauan Tindak Lanjut (PTL) dan penyelesaian ganti
kerugian negara/daerah Semester I Tahun 2025 yang dilaksanakan BPK RI
Perwakilan Sulawesi Tenggara pada 23-26 Juni 2025 lalu, Pemkab Bombana
mencatat capaian sebesar 82,93 persen, atau sebanyak 69 rekomendasi telah
ditindaklanjuti. Angka ini meningkat dibanding semester sebelumnya yang
berada di angka 81,56 persen.

Kegiatan evaluasi ini dilaksanakan di Aula BPK Sultra dan dihadiri oleh
perwakilan seluruh kabupaten/kota se-Sulawesi Tenggara. Dari Kabupaten
Bombana, hadir Plh. Sekda Bombana dr. H. Sunandar A. Rahim, MM.Kes,
Inspektur Daerah Ridwan, S.Sos., M.P.W, serta Tim Evaluasi dan Pengawasan
Inspektorat Bombana.

Dalam sambutannya saat menutup kegiatan, Kepala BPK Perwakilan Sulawesi
Tenggara Dr. Dadek Nandemar S.E., MIT., Ak., CFE, CA, CSFA, CFrA
menekankan pentingnya kegiatan pemantauan ini sebagai bagian dari sistem
kontrol keuangan negara yang terus diperkuat.

“Kepala daerah atau yang mewakili dapat mengetahui sejauh mana progres
tindak lanjut rekomendasi dan penyelesaian ganti kerugian. Ini penting agar ada
perhatian serius demi peningkatan akuntabilitas di masa depan,” ujar Dadek.
Kamis (26/6)

Menurutnya, keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya ditentukan dari
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hasil-hasil fisik, tetapi juga dari kualitas pengelolaan anggaran yang tertib,
efisien, dan akuntabel sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor
12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sementara itu, Inspektur Daerah Kabupaten Bombana, Ridwan, menyampaikan
bahwa peningkatan capaian ini merupakan hasil dari kerja keras dan komitmen
bersama seluruh perangkat daerah untuk menindaklanjuti setiap temuan BPK
secara serius.

“Kegiatan ini menjadi bukti bahwa Pemerintah Kabupaten Bombana sungguh-
sungguh menyelesaikan setiap temuan pemeriksaan, terutama dalam hal ganti
rugi dan pencegahan agar tidak terulang kembali. Tujuannya adalah menciptakan
pemerintahan yang makin tertib dan akuntabel,” ucap Ridwan.

Menurut Ridwan, apa yang dicapai hari ini adalah cerminan dari proses
pembelajaran kolektif selama bertahun-tahun. Setiap rekomendasi yang
ditindaklanjuti bukan hanya sekadar memenuhi kewajiban administratif, tetapi
juga menjadi pintu masuk memperbaiki sistem, memperkuat integritas, dan
menumbuhkan budaya transparansi.



